
d. 

' , .. c. 

a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang 

mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan 

dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, 

dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak 

dasar warga negara secara layak melalui pembangunan 

inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan 

kehidupan yang bermartabat; 
b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan 

perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu 

lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan 

penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan; 

c. bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan 

•ke-miskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR ;) TAHUN 2021 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

Menimbang 

penetflfn sasaran, perancangan, keterpaduan program, 

monit!ling, evaluasi dan efektifitas anggaran serta perlu 

dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang 

meha4-fani penanggulangan kemiskinan; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Koordinasi ,...._---.-.....~-- _......_ .... ···-·--_,._,... __ "_ }--!') .;r, •. F Cc·: ~f:._;.,:_:J::;~:~!._~-tenanggulangan Kerniskinan Kabupaten Serdang Bedagai; 



Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ka bu paten/ Kota; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di 

i Tn,p~:;~c;.~.2~~S1~·ngkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai; 
. I ! ~ ~ I I • l:,. 8 r» , • ! , 

14. 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 

l 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

"Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah; 

Per~ran Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program 

Perc~atan Penanggulangan Kemiskinan; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
53 T~un 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasaan Kerja 

Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia 

rs. 

Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan, Tatacara 

Kesejahteraan Sosial; 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 ten tang Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

ten tang 2009 Tahun 1 1 Nomor 4. Undang-Undang 

1. Undang-Undang Namer 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di 

Provinsi Sumatera Utara; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

Mengingat 



dalarn rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 
l l. Pclayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak 

untuk memcnuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi 

dan pemerintahan. 

10. 

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

l. Daeruh adnlah Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 

4. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Daerah. 

5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Wilayah Daerah. 
6. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik 

laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. 

7. Penduduk miskin adalah seseorang a tau kelompok orang yang tidak mampu 

memenuhi hak-hak dasarnya. 
8. Rumah Tangga Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan umumnya tinggal 

bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak 

dasarnya. 
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan 

pemerintah daerah yang dilakukan secara sisternatis, terencana dan bersinergi 

dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk 

miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan ra.kyat. 

Program penang~angan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pcmerintah dae , dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan m syarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan 

rnasyarakat, pe~rdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SERDANG 

BEDAGAI. 

KOORDINASI TIM TENT ANG BUPATI PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



Bupat i berlanggung jawab dalam Penanggulangan Kernis.kinan di daerah 

kabupaten. 

Pasal 2 

21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang 

selanjutnya dis~. ut TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas 
sektor dan lint pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan 

di tingkat Desa/ elurahan. 

~ 

12. Rcncana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang 

pcnanggulangan kerniskinan untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disi.ngkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah 5 ( lima) 

tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan 

pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses 

penyusunan RPJMD. 

16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur 

pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

17. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya 

disebut TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan 

di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. 

18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut 

TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku 

kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi . 

19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya 

disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas 

pernangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. 

20. Tim Kcordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya 

disebut TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas 

pcmangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat 

kccamatan. 



Bupati Serdang Bedagai. 

Wakil Bupati Serdang Bedagai. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

Pasal 6 

Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud 

l 

Pasal 5 

Kea ggotaan TKPK Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas unsur pemerintah 

daer h, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam 

perc pata~ '~~~af.1~~¥1;[1?.i?~'kemiskinan. 
\ .... ~··. ·~~ .!.-7.f.,_,\,~ .::-~··· -- . 

•, 

g. koordinasi pelaksanaan program konvergensi penanganan stunting; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. 

pelaporan basil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; 

pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 

dan 
I penyusunan instrumen pernantauan, pelaksanaan pemantauan, 

elakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

emantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya 

ermasuk penerapan program konvergensi stunting. 

KPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

yat (1) menyelenggarakan fungsi: 

penyusunan RPKD dan rencana aksi tahunan; 

koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten di bidang 

Penanggulangan Kemiskinan; 
koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan; 

fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan; 

(2) 

(1) KPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 mempunyai tugas 

Pasal 4 

BAB II 

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN 

Pasal 3 

Bup ti dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud 

Pasal 2 membentuk TKPK Kabupaten. 



Pasal 7 

(1) Unluk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 bupati membentuk sekretariat TKPK Kabupaten. 

(2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

[ p~;:::~~~~~:~:i~D 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 

f. kclompok pengelola program : 

1. koordinalor kelornpok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosia1 

i erpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu Asisten 

Pcmerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten 

Serdang Bedagai. 

2. koord.nator kelornpok pengelola program pernberdayaan masyarakat dan 

penguatan. pelaku usaha mikro dan kecil yaitu Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

g. anggota: 

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai. 

3. Kcpala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Pcrernpuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai. 

4. Kepala Dinas Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang 

Bedagai. 

5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang 

Bedagai. 

6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai. 

7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai. 

8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Serdang Bedagai. 

9. Kepala Oinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

10. Kepala Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang 

Bedagai. 

11. Ketua Fo 

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serdang 

Bedagai. 

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Serdang Bedagai. 

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. 

e. wakil sekretaris 



( l) Ta ta kcrja TKPK Ka bu paten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan. 

(2) Agenda kcrja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana 

kcrja penyu surian RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan 

Penanggulangan Kemiskinan. 

Pasal9 

BAB III 

TATA KERJA 

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Serdang Bedagai. 
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Serdang Bedagai. 
1. Kepala Bidang Pembangunan Sosial Budaya pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang 

Bedagai. 
2. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan 

Kawasan Pedesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai. 

3. Kepala Seksi Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 

4. Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

c. anggota 

b. wakil kepala 

a. kepala 

Pasa18 

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1) terdiri atas: 

a. memberikan dukungan administrasi teknis; 

b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan; 

c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi tahunar.; dan 
d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten. 

(3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

(4) Sckretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada ketua TKPK Kabupaten. 



I 

a. rogram bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rurnah tangga, 

eluarga, atau individu yang bertujuan untuk rnelakukan pemenuhan hak 

asar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat 
iskiq.;...._, _ 

I PARAF U(()Or.~1~T"'"\ 

Pro am sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas: 

Pasal 14 
. ft, 

. . 
d. p ningkatan kualitas data penanggulangan kemiskinan; 

e. p ngernbangan baID data kemiskinan lokal; 

f. inergi k~bijak~ ~ Program Penanggulangan Kemiskin~ . 

Pasal 13 

Stra egi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan dengan: 

a. engurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; 

b. eningkatan kemarnpuan dan pendapatan masyarakat miskin; 
- ' c. engembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; 

Pa.sal 12 

Kebijakan Penanggulangan Kerniskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

dila kan melalui: 

Pasal 11 

sanaan tugas TNP2K dan TKPK Kabupaten dilakukan secara terkoordinasi 

dal satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. 

BAB IV 

PENYELARASAN KERJA 

Pasal 10 

TKP Kabupaten dalam rnelakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

di da rah berkoordinasi dengan TNP2K. 

(4) 

~enyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan 

fenanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

melalui rapat koordinasi TKPK Kabupaten yang dilaksanakan paling sedikit 3 

(~iga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan.kebutuhan. 

fapat koordinasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dipirnpin oleh Ketua 

KPK Kabupaten. 

(3) 

.. 



~----.;.---..---.- ...... ----- 

memuat: 

a. hasil evaluasi ~rja tahun sebelumnya; 

b. kebijakan dan stategi tahun berjalan; 
c. matriks target keberhasilan; dan 

d. lokasi prioritas. ~ 

Pasal 17 

(1) Rencana Aksi Tahunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (2) merupakan penjabaran dari RPKD. 

(2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

Pasal 16 

(1) RPKD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disusun 

sebagai penjabaran dari strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12. 

(2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. pendahul uan; 

b. kondisi umum daerah; 

c. profil kemiskinan daerah; 

d. prioritas program; dan 

e. lokasi prioritas. 
(3) RPKD kabupaten menjadi bagian dari dokumen RPJMD. 

Sasaran penenma manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor 

induk kependudukan. 

Pasal 15 

b. program pem berdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan 

kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat 

miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan 

c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, 

termasuk program dengan dana desa/ dana kelurahan. 



i PARAF KOO;~J}tNASl 
i.,b /L r. 

Pasal22 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini segala kegiatan penanggulangan 
kemiskinan yang menjadi tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Serdang Bedagai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 

48 Tahun 2017 ten tang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 

Serdang Bedagai dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Serdang bedagai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

Dengan berlakunya P r: turan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 

2017 tentang Tim rdinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai dica ut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 21 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada 

gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 

(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

BAB VI 

PELAPORAN 

Pendanaan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan pada anggaran pendapatan 
dan belanja daerah. 

Pasal 19 

Pernbinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. 

Pasal 18 

BABV 

PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

. . 
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SERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGArTAHUN 2021 
NOMOR : ;} 
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ISAL HASRIMY 

dangkan di Sei Rampah 
pad tanggal : () Apnl :;l.02..1 

SEK ETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

rl~. 
D~;WIJAYA 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal : 8 "4-Pn' I -:xi2.1 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

···~ ----------- P~iAr h'OO~HfN'.A~t 

Pasal 24 

Per turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Aga setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

Pasal23 

dalam pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serdang 

... 


